







1.1 Latar Belakang Masalah 
Pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau dikenal 
dengan istilah ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016 merupakan peluang sekaligus tantangan 
bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan besar harus bekerja lebih 
keras dan lebih cerdas untuk dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar 
negeri guna mencapai taraf perusahaan berkelas dunia. Hal ini menjadi tugas bagi 
perusahaan perbankan, yang notabene sebagai salah satu pilar yang cukup kuat 
dalam putaran roda perekonomian negara.  
Sebuah perusahaan perbankan dikatakan berkelas dan mumpuni jika 
perusahaan tersebut mempunyai proses bisnis atau kegiatan bisnis yang sangat 
baik dengan memiliki kemampuan finansial stabil, sumber daya manusia (SDM) 
yang andal, kemampuan memanfaatkan teknologi, kepemilikan jejaring bisnis, 
dan penguasaan informasi strategis. Selain hal tersebut, harus pula didukung oleh 
pola kepemimpinan maju yang dapat mengubah impian menyadi kenyataan serta 
yang tak kalah penting adalah penerapan prinsip Good Corporate Governance 
yang nyata dan sungguh-sungguh dalam praktik industri perbankan sehari-hari 
(Hadikasari, 2011).  
Pada dasarnya Corporate Governance pada perbankan ini mengarahkan 





manajemen dan sekaligus memastikan akuntabilitas manajemen kepada pemegang 
saham dan pemangku kepentingan lain agar perusahaan berjalan sesuai dengan 
tujuan pemilik perusahaan.  
Menurut The Indonesian Institute For Corporate Governance  (IICG), 
alasan utama implementasi Corporate Governance  adalah suatu bentuk dari 
penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen 
perusahaan dan implementasinya berhubungan dengan peningkatan citra 
perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan Corporate Governance akan 
mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan dimata publik.  
Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan perbankan 
merupakan elemen yang sangat penting dalam upaya memotivasi manajemen 
untuk meningkatkan keberhasilan dan sekaligus juga mengendalikan perilaku 
manajemen agar tetap mengindahkan para pemangku kepentingan sesuai dengan 
kerangka yang sudah disepakati bersama. Sumber daya manajemen dituntut agar 
dapat meningkatkan kapabilitas dan keahlian dalam memajukan perusahaan yang 
beriringan dengan pencapaian prinsip GCG, mengingat pentingnya peran sektor 
perbankan dalam sistem perekonomian suatu negara. Penerapan GCG suatu 
perusahaan setidaknya harus memiliki dewan komisaris, dewan direksi, dan 
komite audit sebagai organ vital perusahaan (Pedoman Umum  Good Corporate 
Governance,  2006).  
Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, manajer, dan karyawan 
berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip GCG 





Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Perubahan 
atas PBI No.8/4/PBI 2006, SE BI No.9/12/DPNP tentang Pelaksanaan GCG bagi 
Bank Umum, SE BI No.15/15/DPNP tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank 
Umum, PBI No.13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum, SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, PBI No.11/33/PBI/2009 tentang 
Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SE BI 
No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah.   
Dewan komisaris dalam perusahaan berfungsi melakukan pengawasan 
terhadap pengurusan serta memberi nasehat kepada anggota dewan direksi dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dewan direksi memiliki tugas 
mengemban jalannya roda perusahaan dan mengarahkan seluruh elemen di 
dalamnya guna mencapai tujuan pemilik perusahaan. Dewan komisaris dan dewan 
direksi diangkat jika memenuhi syarat cakap melakukan perbuatan hukum, tidak 
pernah dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun terakhir, memiliki integritas dan 
moral, memiliki kompetensi dan keahlian serta mempunyai kecerdasan 
intelektual, emosional dan spiritual yang memadai. Komite audit adalah komite 
yang dibentuk dewan komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan 
fungsi dewan komisaris itu sendiri. Anggota komite audit harus mempunyai latar 
belakang pendidikan akuntansi serta berpengalaman di bidang auditing.  
Keragaman karyawan dan top manajemen perusahaan sudah menjadi hal 





multinasional di dunia. Keragaman tersebut meliputi karakteristik gender, 
kebangsaan, usia, masa jabatan, keahlian, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain.  
Keragaman karyawan ini akan mengangkat moralitas, membawa akses yang lebih 
besar pada segmen pasar baru, serta meningkatkan produktivitas. Para manajer 
mengatakan bahwa diversitas akan memberi manfaat bagi perusahaan (Toyyibah, 
2012).  
Persebaran dalam anggota dewan dipercaya mempengaruhi nilai 
perusahaan pendek maupun dalam jangka panjang (Carter et al, 2003). Persebaran 
dewan (board diversity) diduga memberikan dampak yang positif bagi 
perusahaan. Semakin besar persebaran dalam anggota dewan dapat memberikan 
alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam solusinya 
daripada anggota dewan yang homogen. Selain itu, keragaman dalam dewan 
direksi memberikan karakteristik yang unik bagi perusahaan yang dapat 
menciptakan nilai tambah perusahaan itu sendiri (Kusumastuti et al., 2007).  
Lebih berfokus pada gender diversity, kesenjangan pada tingkat jajaran 
eksekutif dan direksi pada perusahaan-perusahaan besar di dunia masih cukup 
terlihat. Catalyst, sebuah perusahaan non-profit dari Amerika Serikat yang 
berfokus pada kesetaraan kesempatan bagi wanita di tempat kerja, melaporkan 
bahwa pada tahun 2014 masih ada kesenjangan persentase jumlah dewan direksi 
perusahaan di seluruh dunia. Negara-negara Asia Pasifik dan Australia memiliki 
persentase rendah dalam manajemen puncak, seperti negara Hongkong (10,2%), 
India (9,5%), Jepang (3,1%) dan Australia (19,2%). Jauh berbeda dengan 





besar dari Negara di Asia dan Australia, seperti Norwegia (35,5%) Polandia 
(29,9%) Prancis (29,7%) atau di Kanada (20,8%).  
Hasil penelitian Catalyst hampir sama riset Asian Development Bank 
(ADB) yang berjudul Women’s Leadership and Corporate Performance, 
menyebutkan bahwa negara-negara barat merupakan pelopor kepemimpinan 
wanita di perusahaan besar dunia. Pada tahun 2014, proporsi direksi wanita di 
negara Norwegia berjumlah 40,5 persen sementara Finlandia dan Swedia sekitar 
27 persen. Selanjutnya, persentase wanita dalam boardroom untuk negara Inggris 
dan Amerika berkisar antara 17 – 21 persen disusul negara-negara di Asia, seperti 
Indonesia memiliki rasio 11,6 persen, Korea Selatan sekitar 1,9 persen, dan 
Jepang sekitar 2 persen.  
Baru-baru ini Pricewaterhouse Coopers (PwC) menyampaikan hasil 
penelitian terbaru yang bertajuk "2015 CEO Success Study".  Dalam riset ini, PwC 
mengemukakan bahwa pada tahun 2015 jumlah CEO wanita turun hingga kurang 
dari 3 persen pada tahun 2015, yakni persentase terendah sejak tahun 2011.  
Hanya 10 dari 359 CEO yang menjabat pada angkatan tahun 2015 merupakan 
berjenis kelamin wanita. Catatan lebih buruk terekam di AS dan Kanada, 
disebutkan bahwa jumlah CEO wanita turun untuk ketiga kalinya dalam 3 tahun 
hingga mencapai titik terendah dalam sejarah penerbitan riset PwC.  
Apakah perusahaan dengan karyawan yang memiliki keragaman gender 
berjalan lebih baik daripada perusahaan yang homogen? Menurut laporan dari 





laporan keuangan dari 500 perusahaan yang terdaftar pada bursa efek USA, 200 
perusahaan di CNX India dan 350 FTSE Inggris, mengemukakan bahwa 
keberagaman gender ini menggiring pada decision making yang lebih baik. Riset 
tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan dewan direksi bergender laki-laki 
saja memiliki opportunity cost yang tinggi, stuck dimasa lalu dan tidak 
memanfaatkan potensi yang ada untuk tumbuh. Beda halnya dengan perusahaan 
yang dikelola oleh anggota dewan direksi dengan keberagaman menunjukkan 
pencapaian angka ROA yang lebih baik.  
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dewan direktur 
wanita memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap fungsi dewan direksi itu 
sendiri (Wan dan Ong, 2005) serta dapat menyelesaikan berbagai tugas dan 
memberikan dampak yang baik pada kinerja perusahaan (Feirra et al., 2009) 
dalam Fernandez et al. (2016). Selain itu, menurut Keatinge (2013) keberagaman 
gender pada dewan direksi dapat mendorong pada suasana kerja yang plural, 
praktik Corporate Governance yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan 
dengan stakeholder. Hasil akhir yang dicapai adalah peningkatkan kinerja 
keuangan perusahaan.  
Menurut Krisna dan Park (2005) gender diversity dipercaya memberikan 
keuntungan bagi perusahaan, karena wanita dianggap memiliki “feeling”yang 
cukup dalam mengambil suatu tindakan. Gaya kepemimpinan tersebut dapat 
menekankan nilai-nilai organisasi dan memberikan keseimbangan (Hurst et al., 





2000) memberikan solusi atas konflik yang terjadi serta menunjukan gaya 
kepemimpinan yang demokratis (Eagly at al., 1990).  
Carter et al. (2003) melakukan penelitian tentang keterkaitan antara 
persebaran dalam anggota dewan (board diversity), nilai perusahaan dan 
Corporate Governance. Persebaran anggota dewan dilihat dari persentase wanita 
dalam dewan, ras minoritas, dan proporsi  outside directors. Dengan mengambil 
sampel perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam  Fortune di Amerika Serikat, 
hasil penelitian menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara fraksi 
wanita dan minoritas dalam jajaran dewan dengan nilai perusahaan.  
Di sisi lain keragaman gender dianggap membawa dampak yang negatif, 
seperti meningkatnya konflik internal (Richard et al., 2004) yang dapat 
berpengaruh pada lambatnya proses pengambilan keputusan (Hambrik, 1996).  
Wanita dianggap lebih memilih menghindari risiko dalam pengambilan keputusan 
keuangan dibandingkan dengan pria (Bernasek et al., 1998) yang akan 
berpengaruh pada pengalokasian sumber daya perusahaan (Darmadi, 2011).  
Perusahaan sendiri merupakan entitas ekonomi yang pastinya memiliki 
tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Alfredo (2011) 
didirikannya perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan perusahaan yang 
pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-
besarnya. Tujuan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan 
atau para pemilik saham. Tujuan ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan 
yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut 





ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan 
yang lainnya.  
Menurut Kumalasari (2005) bahwa tujuan perusahaan adalah untuk 
meningkatkan meningkatkan nilai perusahaan yang dilakukan dengan cara 
peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Hal ini terkait dengan 
pengambilan keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu 
menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan 
yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan keputusan 
keuangan adalah untuk maksimalkan nilai perusahaan. Tujuan tersebut 
dipergunakan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan maka pemilik 
perusahaan akan menjadi lebih makmur. 
Mengacu pada penilaian firm value, industri perbankan adalah sektor yang 
cukup menarik untuk dipelajari lebih jauh. Mengingat perbankan adalah sektor 
usaha yang penting bagi suatu negara yang memfasilitasi perputaran uang 
masyarakat. Permasalahan mengenai industri perbankan cukup menarik untuk 
ditelusuri lebih jauh mengingat kejadian krisis finansial terparah yang dialami 
pada trimester 1997 sempat memporak-porandakan perbankan nasional 
menyebabkan bank rush and panics. Pada waktu itu, selain besarnya utang luar 
negeri, ketidakpastian menghadapi pemilu, kelemahan sistem perbankan serta 
Corprate Governance merupakan salah satu faktor penentu penyebab parahnya 
krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara (The World Bank, 1998).  
Mengacu pada pendapat Caprio dan Levine (2002), terdapat dua alasan 





Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak transparan, sehingga 
memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank adalah bidang usaha 
yang memiliki tingkat regulasi tinggi. Di samping itu, industri perbankan juga 
merupakan sektor memiliki campur tangan yang dominan pada pembangunan 
ekonomi sehingga diatur langsung oleh pemerintah.  
Penelitian mengenai gender diversity di Indonesia masih sangatlah terbatas 
meskipun sebenarnya data yang dibutuhkan tidak sulit untuk ditemukan. Penulis 
menyusun penelitian yang berfokus pada keberagaman gender yang berbeda dari 
penelitian-penelitian sebelumnya karena penulis menambahkan anggota komite 
audit sebagai salah satu variabel untuk diteliti selain dewan komisaris dan dewan 
direksi. Penelitian ini mengambil judul “PENGARUH DIVERSITAS GENDER 
PADA NILAI PERUSAHAAN PERBANKAN”. 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
permasalahan penelitian ini sebagai berikut. 
1. Apakah diversitas gender pada dewan direksi berpengaruh pada nilai 
perusahaan perbankan? 
2. Apakah diversitas gender pada dewan komisaris berpengaruh pada nilai 
perusahaan perbankan Indonesia? 
3. Apakah diversitas gender pada komite audit berpengaruh terhadap nilai 







1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. memperoleh bukti mengenai ada tidaknya pengaruh diversitas gender pada 
dewan direksi pada nilai perusahaan perbankan tahun 2011-2015, 
2. memperoleh bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh diversitas 
gender pada dewan direksi pada nilai perusahaan perbankan tahun 2011-
2015, dan 
3. memperoleh bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh diversitas 
gender pada anggota komite audit pada nilai perusahaan perbankan tahun 
2011-2015.  
1.4    Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 
di antaranya adalah sebagai berikut ini. 
1. Bagi Akademisi 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan menambah 
wawasan peneliti lain, terutama yang ingin meneliti lebih jauh 
permasalahan yang sama. 
2. Bagi perusahaan 
Hasil ini dapat digunakan sebagai salah satu  referensi dalam upaya 
pengambilan langkah strategis ke depannya nanti. Demikian pula bagi 
investor, penelitian ini dapat memberikan potret mengenai kondisi 






3. Bagi regulator 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi regulator dalam 
mengatur persebaran gender lebih jauh.  
1. 5   Sistematika Penulisan  
BAB I: PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini diuraikan secara gambaran ringkas dari permasalahan yang 
akan diteliti meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.  
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini membahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam 
menganalisis penelitian ini guna memperkuat penelitian yang dilakukan. 
Bab ini berisi landasan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, 
dan hipotesis.  
BAB III: METODE PENELITIAN 
 Pada bagian ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi 
operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data 
serta metode pengumpulan data dan metode analisis.  
BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN 
 Bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai 
deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian 







BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 
saran bagi penelitian selanjutnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
